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ABSTRACT 
 
The paper with the title of Law Enforcement by the Investigator of Ditreskrimsus of 
Central Java Regional Police Against the Receiver Who Abused the Authority Related to the 
Arrangement and Ordering of Bankruptcy Boedel (Police Report Number: LP / B / 02 / I / 2017 / 
Jateng / Ditreskrimsus). Based on the description in this Thesis, the issues that will be in detail are: 
1). How is the enforcement of the law by the Investigator of the Central Java Police Dept. of the 
curators who misuse the authority related to the management and disposition of bankruptcy 
treasures? 2). What are the obstacles faced by the Police Investigator of the Central Java Police 
Force against the curators who misuse the authority related to the management and dismissal of 
bankruptcy treasures and how to solve them? 
The results of the study concluded that the crime of counterfeiting of letters and 
money laundering that allegedly had been done by Mr. AW and Br. ARS as TAS Curator, 
includes: a) Collection of facts and evidence. b) Collection of statements from witnesses. c) 
Inspection by Experts. d) Follow up investigation plan by Investigator Ditreskrimsus. Obstacles 
faced by investigators in the handling of cases are: a) Uncooperative suspects of the investigation 
process. b) Third parties do not support in the investigation process. c) Witnesses requested 
information may provide explanations but are not supported by evidence 
 
Keywords: Investigators Ditreskrimsus, Curators, Bankruptcy. 
 
 
 
 
1.   Pendahuluan 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 
Negara      Indonesia     dalam     Undang-undang      Dasar     1945 menganut   
Negara   kesejahteraan (welfare state), sesuai dengan ajaran Negara    kesejahteraan    
(welfare    state)    merupakan    bentuk  konkret dari peralihan prinsip staatsonthounding,   
yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan 
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sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeinis yang menghendaki negara dan pemerintah 
terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en 
ordef). 
Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan 
hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat  dan  tidak  berbuat  
sesuatu,  atau  oleh  undang-undang  disebut dengan istilah onderwerp object, sedangkan di 
dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah “consideration”.1 
Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim 
Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal   Debitur,   Kreditor,   atau   
pihak   yang   berwenang   mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul 
pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku 
Kurator, Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Debitur atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan 
dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. 
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai 
pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan 
kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan  pengurusan  dan  penguasaan  atas  
harta  bendanya  (persona standi in inclucio).
2
 
Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana 
 
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana dan 
pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. AW dan Sdr. ARS selaku 
Kurator TAS. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2017 / Jateng / Ditreskrimsus 
tanggal 3 
Januari  2017.  Obyek  jaminan  (budel  pailit)  telah  dijual  oleh  Kurator dengan harga 
yang sangat rendah bahkan untuk tanah dan bangunan di Semarang dijual kurang dari 
setengah harga NJOP PBB. 
                                                         
1
 Zainal Asikin, 2001, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo, hal.23. 
2
 Ibid., hal. 34. 
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Dari hasil penjualan jaminan (setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak), 
Kurator telah menyerahkan pembayaran kepada BCA sebesar Rp. 
848.762.753,- sedangkan outstanding hutang Debitur TAS (dalam Pailit) per tanggal 29 
Juli 2015 sebesar Rp 4.134.016. 692,54 sehingga mengakibatkan BCA selaku kreditur 
separatis atau pemegang hak tanggungan telah dirugikan Rp.3.285.253.939,54 
(Outstanding pinjaman debitur per tanggal 29 Juli 2015 dikurangi pembayaran   hasil 
penjualan boedel pailit) dengan penjualan agunan secara di bawah tangan yang dilakukan 
Kurator  yang harganya jauh dibawah harga pasar bahkan di bawah   harga   likuidasi   
dan   nilai   NJOP   PBB.   Seharusnya   menurut ketentuan undang-undang sebagaimana 
disebutkan di atas penjualan jaminan/obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dapat 
dilakukan dengan kesepakatan BCA selaku pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan 
harga tertinggi untuk menguntungkan semua pihak. Tetapi ketentuan ini diabaikan oleh 
Kurator. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam 
dengan melakukan penelitian untuk penulisan penelitian yang berjudul: “Penegakan Hukum 
Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Terhadap Kurator Yang 
Menyalahgunakan Kewenangan Terkait Pengurusan Dan Pemberesan Harta Boedel Pailit”. 
 
 
B. Perumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 
terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan 
harta boedel pailit? 
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 
terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan 
harta boedel pailit dan bagaimana upaya penyelesaiannya? 
 
2.   Pembahasan 
 
1. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Terhadap 
Kurator Yang Menyalahgunakan Kewenangan Terkait Pengurusan Dan Pemberesan 
Harta Boedel Pailit. 
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Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang- undang No. 31 Tahun 
1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada 
putusannya tertanggal 17 februari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih 
pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-
undang  No.  5  Tahun  1986,  yaitu  telah  menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain 
dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detourment de 
pouvoir” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam 
hukum pidana, khususnya  dalam  tindak  pidana  yang  tidak  memiliki  pengertian  yang 
eksplisitas sifatnya.
3
 
 
Terhitung  sejak  tanggal  putusan  pailit  diucapkan,  debitur pailit tidak lagi 
diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit 
(harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut 
diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim 
pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. 
Selanjutnya   atas   permintaan   Kurator   berdasarkan   Penetapan 
 
Hakim  Pengawas  No.  9/Pdt.Sus.  Pailit/2015/PN.Niaga.Smg  tanggal  10 
 
Agustus 2015, pada tanggal 15 September 2015 PT. BCA telah menyerahkan 3 sertifikat 
jaminan tersebut kepada Kurator karena jaminan akan dijual secara lelang oleh Kurator tetapi 
jaminan tidak berhasil terjual lelang dan, sekitar Maret 2016 jaminan dijual secara dibawah 
tangan oleh Kurator namun pelaksanaanya tidak memberikan perlindungan kepada PT. 
BCA Tbk selaku pemegang hak tanggungan sebagaimana diatur dalamUndang-undang 
Hak Tanggungan No 4 Th 1996 terutama ketentuan Pasal 20 ayat  (2) tentang Hak 
Tanggungan,   bahwa  : 
 
“Objek hak tangungan dapat dijual di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan 
pemegang hak tanggungan dengan demikian itu  akan  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  
yang  menguntungkan  semua pihak.” 
 
Ternyata obyek jaminan (budel pailit) telah dijual oleh Kurator dengan harga yang 
sangat rendah bahkan untuk tanah dan bangunan di Semarang dijual kurang dari setengah 
harga NJOP PBB. 
                                                         
3
 Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek 
Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) 
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Dalam  hal  membuat  atau  menggunakan  suatu  dokumen  yang isinya bertentangan 
dengan kebenarannya pada dasarnya merupakan suatu perbuatan membuat dokumen palsu 
sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP atau dalam hal ini bersama-sama dengan 
lembaga yang tidak berwenang membuat penilaian turut serta melakukan tindak pidana 
pemalsuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan kemudian menggunakan dokumen itu sehingga menjadi  bukti  dalam  peradilan  
perdata  merupakan  perbuatan menggunakan dokumen palsu, dimana hal ini melanggar 
Pasal 263 ayat (2) 
KUHP. 
 
Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No.37 Tahun 2004, kurator bertanggung 
jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau 
pemberesan yang menyebabkan kerugian  terhadap  harta  pailit.  Pasal  78  Undang-undang  
No.37  Tahun 
2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin 
diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak 
mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Kurator 
bertanggung jawab terhadap debitur pailit dan kreditor sehubungan dengan perbuatannya 
tersebut. 
Melihat hal tersebut seorang kurator tidak di perbolehkan menjual harta pailit di 
bawah harga pasar yang dapat merugikan harta pailit debitur, akan  tetapi  aturan  dalam  
UUK  PKPU  masih  belum  jelas  mengatur mengenai batasan batasan yang dapat 
merugikan harta pailit, ini sungguh menjadi momok yang luar biasa bagi para kurator dalam 
memberesakan harta pailit, mengingat telah banyak kurator yang telah dilaporkan secara 
pidana oleh debitur pailit terkait dengan masalah pemberesan pailit. Dalam melakukan 
pemberesan harta pailit seorang kurator harus jeli dan detail dalam membaca peluang, 
dikarenakan seorang kurator disini bukan hanya seorang tukang yang menjual aset harta 
debitur yang pailit, akan tetapi mengelola harta tersebut sebaik mungkin sehingga semua 
utang yang di miliki oleh debitur dapat terlunasi semuanya. 
 
2.  Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi Oleh  Penyidik  Ditreskrimsus Polda Jawa 
Tengah Terhadap Kurator Yang Menyalahgunakan Kewenangan  Terkait  Pengurusan  
Dan  Pemberesan  Harta  Boedel Pailit Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya. 
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Seorang debitur, untuk menyukseskan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, 
diharapkan agar secara moral membantu tugas kurator. Antara lain dengan memberi keterangan 
tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Dengan sebaliknya, kurator harus 
bisa dengan kemampuannya yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitur 
pailit, demi untuk kepentingan para kreditur dan debitur pailit. Pada posisi inilah seseorang 
kurator sangat   dituntut untuk  independen,  sehingga  tidak  terbebani  untuk  mengikuti 
kepentingan kreditur atau debitur. 
Saat bekerja sama dengan debitur, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti 
keiginan debitur sehingga terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka 
professional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan  
harta pailit.  Kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis 
tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan      yang      harus dipatuhinya     sebagaimana     
diatur     dalam     peraturan perundang- undangan. 
Penelitian ini mendasarkan pada Laporan Polisi   Nomor : 
LP/B/02/I/2017/Jateng/Ditreskrimsus, dimana oleh penyidik Sdr. AW dikenakan Pasal 263 ayat 
1 KUHP dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang yaitu : 
 
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling   lama   5   
(lima)   tahun   dan   denda   paling   banyak   Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor     
yang     melaksanakan     kewajiban     pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
 
 
Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator harus dengan 
begitu saja diterima oleh debitur pailit. Debitur pailit dibolehkan dengan surat permohonan 
mengajukan perlawanan yang dilakukan oleh kurator atau meminta dikeluarkannya perintah 
hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah dirancangkan. Hubungan kurator 
dan debitur berakhir jika proses   pemberesan     harta pailit    telah    selesai   atau   jika   
terjadi    pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan 
hakim pengawas, kurator    wajib    melakukan    perhitungan    tanggung    jawab    kepada 
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kreditur.
4
 
 
Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam penanganan kasus kurator yang 
menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit adalah  : 
1.   Tidak    kooperatifnya    para    tersangka    terhadap    proses    penyidikan diantaranya adalah : 
a.    Tidak hadirnya memenuhi panggilan penyidik. 
 
b.    Menyembunyikan barang bukti c.    Keterangan 
berubah-ubah 
d. Melakukan upaya hukum yang berulang-ulang sehingga menghambat proses penyidikan. 
e. Tersangka tidak memberikan keterangan seutuhnya terkait identitas para saksi 
diantaranya kreditur yang mempailitkan dan pembeli. 
2.   Pihak ketiga tidak mendukung dalam proses penyidikan, antara lain : 
 
a.    Keberatan dalam proses penyitaan barang bukti. b.    Kesulitan 
Penyidik dalam tahap koordinasi. 
c.    Tidak kooperatif pada saat dimintai keterangan. 
 
3. Saksi yang diminta keterangan dapat memberikan penjelasan akan tetapi tidak didukung 
dengan barang bukti. 
 
 
3.   Penutup 
 
Kesimpulan 
 
1. Penegakan  hukum  oleh  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Jawa  Tengah terhadap kurator 
yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel 
pailit berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2017 / Jateng / Ditreskrimsus 
tanggal 3 Januari 2017. Kasus   dugaan   tindak   pidana   pemalsuan   surat   dan   tindak   
pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH 
Pidana dan pasal 3 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 
                                                         
4
 Indra  Nurcahya,     Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kurator  Dalam  Melaksanakan  Tugas 
Mengamankan   Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tesis, Program 
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm. 9 
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tindak pidana pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. AW dan Sdr. ARS 
selaku Kurator TAS, meliputi : 
a.       Pengumpulan fakta-fakta dan barang bukti.  
b.      Pengumpulan keterangan dari saksi-saksi. 
 
c.       Pemeriksaan oleh Ahli-ahli. 
 
 
d. Rencana  tindak  lanjut  penyidikan  oleh  Penyidik  Ditreskrimsus, yaitu : 
1) Akan melakukan penyitaan Barang bukti dari Sdr. ARS, yang saat masih 
berada di Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya terkait laporan sdr. 
ARS. 
2)   Melakukan Gelar perkara peningkatan Status Sdr. AW dan 
 
Sdr. ARS menjadi tersangka. 
 
3)   Melakukan penangkapan tersangka Sdr. AW. 
 
4)   Melakukan pemeriksaan saksi dari CIMB Niaga Bali, kantor 
 
Pertanahan Denpasar, Bali. 
 
5)   Melakukan pembukaan rekening Sdr. AW dan Sdr. ARS. 
 
6) Melakukan  penyitaan  Asset-  asset  terkait  dugaan  tindak pidana. 
2. Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam penanganan kasus kurator yang menyalah 
gunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan upaya 
penyelesaiannya adalah  : 
1)  Tidak  kooperatifnya  para  tersangka  terhadap  proses  penyidikan diantaranya 
adalah : 
2)  Pihak ketiga tidak mendukung dalam proses penyidikan, antara lain :
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